BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 58 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA FULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah, maka perlu diatur
kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi,
serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor-39 Tahun 2003);- . B

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4); '

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Undang-Undang Nomor ¢ Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone<ia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran . .egara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 fahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara i'zpublik Indonesia
Nomor 5601); '

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawa: Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

.  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 51395);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang  Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Ferangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lima Pulul Kota Tahun 2016 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
. POKOK DAN FUNQSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.

9.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.

4. Urusan yang menjadi Kewenangan Dinas adalah Urusan
: Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang

Perindustrian, Bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi.

5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
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9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja.

10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian dan
Tenaga Kerja.

11. Tugas adalah tanggung jawab terkait dengan fungsi kerja dari
jabatan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

12. Fungsi adalah penjabaran lebih lanjut dari tugas.

13. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan
upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja
menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi
tertentu.

14. Tata kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur
sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.

BAB 11
KEDUDUKAN
Pasal 2

(1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan pelaksana
urusan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga
Kerja.

(2) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang bérkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja

(4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga

Kerja;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Tenaga

Keria,;
c. Pslaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perindustrian dan

Tenage Kerja;
d. Pelaksanaan adiainistrasi,dinas; )
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas

dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANiISASI
’ Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sckretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
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2. Seksi Pembinaan Industri Non Agro; dan
3. Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri.
d. Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri dari:
1. Seksi Perizinan dan Data;
2. Seksi Pengembangan Teknologi Industri; dan
3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
e. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari :
1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja.
f. Bidang Transmigrasi, terdiri dari: '
I. Seksi Penempatan Transmigrasi;

2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
Transmigrasi; dan

3. Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi.
g. Unit Pelaksana Teknis; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
sebagaimana tercautum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyvai tugas
nmiembantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Perindustrian, bidang .tenaga kerja dan.bidang transmigrasi yang
‘menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan
fungsi :

a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana v
strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan
jangka menengah daerah (RPJMD);

b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan
evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia <
(SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan
Tenaga Kerja;
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Tenaga Kerja;

d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai
dengan bidang tugasnya,

e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan /
bidang teknis meliputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Industri, Bidang Sarana dan Prasarana Industri, Bidang Tenaga
Kerja dan Bidang Transmigrasi;

{ Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja /
instansi pemerintah (AKIP);

g. Pembinaan, pengawasan dan  pengendalian ~ urusan
Kkesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;

h. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran
Dinas;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan
bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepaia Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut : .

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja
(RENJA) Dinas;

b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan
Tenaga Kerja;

¢. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumber daya manusia di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;

d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasail pelayanan bidang

" perindustrian dan Tenaga Kerja; :

e. Mcrumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang
tugasnya; . L

f Melaksanakan kebijakan <eknis bidang Perindustrian dan Tenaga
Kerja; ’

g. Melaksanakan pengawasan pelayanan bidang Perindustrian dan
enaga Kerja;

h. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang
Perindustrian dan Tenaga Kerja;

i. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
peisksanaan tugas;

j. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas; s

" k. Mélaksariakan ‘koordinasi- dengan sekretaris daerah dan instansi
terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya; G e

1. Menvampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

m. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja intansi dinas;

n. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas  kinerja instansi
pemerintah dinas;

o. Mengkoordinasikan perencanaarn, penyelenggaraan, pengendalian
dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;

p. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil
kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

q. Melaksanakan pengawasarn penggunaan anggaran sesuai dengan
program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

—
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undangan yang berlaku;
S. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mem sunyai tugas
mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi
umum, keuangan, kepegawaian dan program dan pelaporan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sekret~ris menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretiariatan;

b. Pengelolaan urusan administrasi umum - meliputi surat-

menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,

kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan

Dinas;

Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

Pengelolaan penyusunan dan pelaporan program Dinas;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

o 0

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalan

sebagai berikut . ' " o

a. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Memberikain saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Dinas, yang berkaitan dengan kegiatan bidang kesekretariatan,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Sub Bagian, sesuai dengan tugas dan
fungsinya;

d. Membina dan mecmotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan Kkarier
bawahan; -

- - e. Memantau, -mengendalikan;- -mengevaluasi, .-dan menilai .
pelaksanaan tugas bawahan; = |

f. Mewakili Kepala Dinas dalam hal Kepala Dinas berhalangan
untuk melakukan koordinasi ekstern yang berkaitan dengan
tugas-tugas dinas;

g. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Dinas,
sebagai pedoman pelaksanaan tugas Dinas;

L. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun
keluar;

i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Dinas;

j. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas
dalam rangka pengambilan keputusan atau kebijakan;

k. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang Kkesekretariatan
kepada unit organisasi di lingkup Dinas;
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m. Memantau kegiatan bawahan lingkup l-esekretariatan;

n. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga
yang menjadi kebutuhan Dinas; :

0. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;

Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan

kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas;

Melaksanakan koordinasi dalam menunjuk pemimpin kegiatan;

Melaksanakan pengusulan/penunjukan bendahara dan pembantu

bendahara,;

Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan kepada

Bendahara;

Mengelola perencanaan dan program Dinas;

w. Mengelola dan mengoordinasikan ~ penyusunan rencana
anggaran dan pelaksanaan.anggaran lingkup Dinas; '

x. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Dinas;

y. Memantau, mengoordinasikan, dan melaporkan -setiap kegiatan
Dinas kepada Kepala Dinas; dan

z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya

T

o0 1,0

£

o

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagiarn Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan

¢. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

Paragrat 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

‘Pasal 7

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Sub Bagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta

- informasi publik.- - coee o e . e

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

Kepaia Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan
fungsi : :

a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian; -
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian

dan informasi publik dinas; .
c. Pelaksanaan tugas administrasi umum Dinas;
d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
"(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan -

administrasi umum dan kepegawaian,

Scanned with CamScanner



€. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan
perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidang
administrasi umum, administrasi kepegawaian;

d. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah /urusan
administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi
publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang
kepegawaian lingkup Dinas;

f. Mengkoordinasikan  pelaksanaan tugas pengetikan,
penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan
administrasi kepegawaian;

g Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas

yang akan ditandatangani pimpinan;

h. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat
keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempa‘an dan
pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai
kewenangannya;

j- Mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan
perlindungan ASN sesuai kewenangannya;

k. Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;

Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan

kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum  serta

ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;

—

m. Merencanakan - kebutuhan dan pengadaan barang
inventaris/perlengkapan dinas;
n. Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan

perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
0. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan asset;
p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai

ketentuan yang berlaku; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
" Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh s"eorang Kepala Sub Bagian,
mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam meiaksanakan °

kegiatan administrasi keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagiain Keuangan menyelenggaral:an fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Keuangan;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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a. Membantu Sekretaris, dalam melaksanakan tugas dalam urusan
administrasi keuangan;

b.Menyusun rencana dan  program kerja
Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan
perundang- undangan urusan kesekretariatan  di
administrasi keuangan;

d. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja;
Mengusulkan nama calon bendahara;

Membina dan mengawasi bendahara;

g. Mengkoora:nasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan -
pertanggungjawaban keuangan Dinas sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

vh.Meneliti  kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang
Persediaan (SPP- UP), Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang
(SPP GU), Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU),
Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan Surat
Perintah Pembayaran Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan
jasa;

A Melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan
menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM) di lingkup Dinas;

v/ j. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan Dinas dan
verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

k. Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); ~

1 Memant'aDq pelaksanaan /penggunaan anggaran belanja Dinas;

m. Melaporkan peiaksanaan tugas kepada Sekretaris; ~

n. Melaksanakan evaluasi dan_  pelaporan pelaksanaan
tugas/kegiatarn Sub Bagian Keuangan sesuai ketentuan yang
berlaku; dan ~ .

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian

bidang

Paragraf 3
Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 9

(1) Bub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala
_Sub.. Bagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan kegiatan penyusunan perencanan, evaluasi dan . .
pelaporan. ' B

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan perencanaan program Sub Bagian Program dan
Pelaporan Dinas;

b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;

c. Pelaksa.naa{l tugas penyusunan program Dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Pimpinan, sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
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(1) Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ind
Kepala Bidang,
melaksanakan urusan pemerin
Pengawasan Industri vang menja

. Menyiapkan dan menyusun rencana dan programn kerja Sub

]tBagian Program dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan
ugas;

. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan

perundang- undangan urusan kesekretariatan di bidang program
dan pelaporan;

. Menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas Dinas;

. Melaksanakan koordinasi/konsultasi program dan pelaporan

dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
Mengkoordinasikan pelaksanaan pelaya: an di bidang program
kepada unit crganisasi di lingkup Dinas;

. Menyiapkan penyusunan dan penerapan standar pelayanan,

standar operasional;

. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;
. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah;

. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Sub Bagian Program dan Pelaporan sesuai
ketentuan yang berlaku;

. Menyusun laporan tahunan kegiatan;

Menyusun konsep pembuatan profil dinas;

. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas/kegiatan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan

 Melaeksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri
Pasal 10

ustri dipimpin oleh seorang
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
tahan di bidang Pembinaan dan
di kewenangan daerab dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepadd daerah.

(2) Untuk melak
Kepala Bidang

sanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pcmbinaan dan Pengawasan Industri

menyelenggarakan fungsi :

a.

. Penguatan

. Pemberdayaan indus

Pengumpulan bahan-bahan dalam rengka merumuskan kebijakan
pembangunan industri di daerah dan penyusunan rencana

kegiatan pembinaan dan pengawasan industri;

kapasitas  kelembagaan melalui  peningkatan
kemampuan sentra, bimbingan teknis, dan penyuluhan;

tri kecil dan menengah melalui penguatan
kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kemampuan sentra;

 Pemberian fasilitas melalui pelatihan, penyuluhan, bimbingan

teknis, dan pengembangan produk;

-10-
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f. _Pengawasan mutu produk industri dan pencemaran limbah
mdl_lstri, pelaksanaan penerapan standar nasional indonesia,
sertifikasi produk dan tenaga kerja industri, serta manajemen
mutu.

g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang
Pembinaan dan Pengawasan Industri yang diberikan Pimpinan.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRAj dan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas;

b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang
Pembinaan dan Pengawasan Industri;

c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Pembinaan dan
Pengawasan Industri;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier

bawahan;
f. Memantau, mengendalikan, mengevaiuasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

g. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang - Pembinaan dan -
Pengawasan Industri;

h. Merumuskan kebijakan teknis bidang penyelcngaraan bimbingan
advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI; _

i Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan
sumber dava manusia di bidang Pembinaan dan Pengawasan

Industri;

Melaksanakan kebijakan teknis bidang pengawasan mutu produk
industri dan manajemen mutu;

k. Melaksanakan kebijakan teknis bidang sertifikasi produk;

| Melaksanakan kebijakan teknis  bidang penyelenggaraan
bimbingan advokasi dan fasilitasi perlindungan HKI ,

-m: Melaksanakan - pemantauan dan Evaluasi kegiatan bidang
Pembinaan dan Pengawasan Industri; B '

n. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
bidang sesuai ketentuan yang berlaku;

0. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan

p. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 11

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Industri, terdiri dari :
" a. Seksi Pembinaan Industri Agro ;
b. Seksi Pembinaan Industri Non Agro; dan
c. Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri.

11
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Seksi Pembinaan Industri Agro
Pasal 12

(1) Seksi Pembinaan Industri Agro Dinas dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
urusan pemerintahan di sektor Pembinaan Industri Agro yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala seksi Pembinaan Industri Agro Dinas menyelenggarakan
fungsi :

a. Perumusan dan Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan
kebijakan pengembangan industri agro yang meliputi industri
pengolahan pangan, industri pengolahan hasil per’sebunan dan
hasil hutan; i

b. Penyiapan bahan-bahn untuk penyusunan program dan kegiatan
sektor pembinaan industri agro;

c. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan
peningkatan mutu produk industri agro;

d. Pelakasaan koordinasi program dan kegiatan dengan instansi /
lembaga terkait atau dunia usaha dalam rangka menunjang
kegiatan pengembangan industri agro;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala _seksi Pembinaan Industri Agro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang
Pembinaan Industri Agro;

b. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam

rangka pembinaan industri agro;

c. Menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis
daerah tentang pembinaan industri agro;

d. Melaksanakan penyusunan laporan tentang pembinaan industri
agro, > :

e. Menyusun Profil Industri Agro ;-

{. Melaksanakan sosialisasi Profil industri agro kepada Stake holder,
dan

g. Me]éksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Industri Non Agro
Pasal 13

(1) Seksi Pembinaan Industri Non Agro Dinas dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pembinaan Industri

-12-
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\4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Seksi Pembinaan Industri Non Agro menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan
kebijakan pengembangan industri non agro yang meliputi industri
sandang, kimia, logam, telematika dan aneka kerajinan;

b. Penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan program dan kegiatan
seksi pembinaan industri non agro;

c. Pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan dengan instansi /
lexnpaga terkait atau dunia usaha dalam rangka menunjang
kegiatan pengembangan industri non agro;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan mutu
produk industri non agro;

e. Penyelenggaraan fasilitasi peningkatan mutu dan design dan
perlindungan hak cipta melalui HAKI; -

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

3) U_raian tugas Kepala seksi Pembinaan Industri Non Agro sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang
Pembinaan Industri Non Agro;

b. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam
rangka pembinaan industri nor. agro;

¢. Menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis
daerah tentang pembinaan industri non agro;

d. Melaksanakan penyusunan laporan tentang pembinaan industri
non agro;

e. Menyusun Profil Industri non Agro ;

f. Melaksanakan sosialisasi Profil industri non agro kepada Stake
holder, dan

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

_ @ Paragraf 3 ‘ v
Seksi Pengawasan, Seriifikasi dan Standarisasi Industri
Pasal 14

(1) Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Pengawasan,
Sertifikasi dan Standarisasi Industri yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah kabupaten.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Kepala seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industr
Dinas menyelenggarakan fungsi :

18
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) Peny_iapan bahan-bahan untuk penyusunan program dan kegiatan
seksi pengawasan, sertifikasi dan standarisasi industri;

‘ f_’daksar}aaan pengawasan mutu produk industri dan pencemaran
limbah industri, serta pelaksanaan penerapan standar nasional
indonesia dan sistem manajemen mutu;

. Pela.ksan‘?an fasilitasi pelaku industri untuk mendapatkan
sertifikasi halal, merk dan HKI, serta sertifikasi kompetensi tenaga
kerja industri;

€. Pelaksanaan koordinasi der zan instansi, lembaga yang terkait

atau} dun_ia usaha dalam rangka menunjang kegiatan pengawasarn,
sertifikasi dan standarisasi industri;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengawasan, Sertifikasi dan Standa-risasi
Industri Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang
Pengawasan, Seitifikasi dan Standarisasi Industri;
b. Melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah

Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam
rangka pengawasan, sertifikasi dan standarisasi industri;

C. Menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijekan teknis
daerah tentang pengawasan, sertifikasi dan standarisasi industri;

d. Melgksanakan penyusunan - laporan tentang pengawasan,
sertifikasi dan standarisasi industri;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana Industri
Pasal 15

(1) Bidang Sarana dan Presarana Industri dipiinpin olel seorang Kepala
Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang Sarana dan Prasarana Industri yang
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan
kepada daerah. . 7

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri menyelenggarakan
fungsi :

a. Penyiapan, perumusan, penetapan kebijakan sarana dan
prasarana industri;

b. Pehyelenggaraan layanan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin
Perluasan Usaha Industri (IPUI} Kecil dan Menengah serta
perizinan industri lainnya sesuai peraturan perundangan yang
berlaku;

14 .
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Industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang jndlistri; T
d. Penyelenggaraan Promosi alih teknologi dari industri besar,

lembaga litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri
kecil menengah;

€. Penyediaan data industri dan atau informasi industri yang meliputi
perkembangan investasi industri, perwilayahan industri, sarana
dan prasarana industri, sumberdaya industri, kebijakan industri
dan perdagangan serta fasilitasi industri;

f. Pemberian fasilitas melalui bantuan peralatan / mesin industri,
akses pembiayaan, informasi pasar, promosi dan pemasa. 1.

8. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait (administrasi) Bidang Sarana
dan Prasarana Industri yang diberikan oleh Pimpinan.

(3) Ura.ian. tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Industri
sebazaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas; ’

b. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas di bidang
Sarana dan Prasana Industri;

c. Mengelola rencana dan program kerja di bidang Sarana dan
Prasarana Industri;

d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para Kepala Seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktivitas dan pengembangan karier

bawahan;

f. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;

g- Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Sarana dan Prasaran

Industri;

h. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang pemberdayaan
industri melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri;

i. Melaksanakan kebijakan teknis daerah tentang Penyelenggaraan
Perizinan Industri;

j. Melaksanakan penyediaan data industri atau infomasi industri;

k. Melaksdnakan . kebijakan teknis daerah tentang Pengembangan
dan Penerapan Teknolegi Industri; T

1. Melaksanakan pemberian  fasilitasi melalui S—
peralatan/mesin industri, akses pembiayaan, informasj pasar,
promosi dan pameran,

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan,

Pasal 16
Bidang Sarana dan Prasarana Industri, terdiri darj :
-a. Seksi Perizinan dan Data;

b. Seksi Pengembangan Teknologi Industri; dan

c. Seksi Promosi dan Pemasaran.

il
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Seksi Perizinan dan Data
Pasal 17

L]

(1) Seksi Perizinan dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,
meémpunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang Perizinan Industri dan Data yang menjadi

IgeW(;rlllangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
aerah.

(2) Untuk me[gksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala seksi Perizinan dan Data menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang Perizinan dan Data
Industri; '

b. Pen_yi'apan, perumusan, penyusu:ian program dan kegiatan seksi
perizinan dan data industri;

¢. Penyediaan layanan penerbitan Izin Usaha industri (TUI) Kecil dan

IUI Menengah, serta Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan
Menengah;

d. Pengolahan, penyediaan dan pelaporan data dan atau informasi
industri yang meliputi perkembangan investasi industri,
perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri, sumberdaya
industri, kebijakan industri dan perdagangan serta fasilitasi .
industri;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam bhal
penyediaan data/informasi industri yang meliputi perkembangan
investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana
industri, sumberdaya industri, kecbijakan industri dan
perdagangan serta fasilitasi industri;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Perizinan dan Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan
dan Data Industri;

b. Menyusun rencana pelaksanaan' program dan kegiatan
operasional perizinan dan data sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas; _

c. Melaksanakan layanan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil
dan IUI Menengah, serta Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI} Kecil
dan Menengah;

d. Melaksanakan pengolahan, penyediaan dan pelaporan data dan
atau informasi industri yang meliputi perkembangan investasi

industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana industri,
sumberdaya industri, kebijakan industri dan perdagangan serta

fasilitasi industri;
e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal

penyediaan data/informasi industri yang meliputi perkembangan
investasi industri, perwilayahan industri, sarana dan prasarana

-16 -
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£ MEI?kSanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan
kegiatan pelayanan perizinan dan data ;dan

& Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Seksi Pengembangan Teknologi Industri
Pasal 18

gan Teknologi Industri dipimpin oléeh seorang

Mmeémpunyai tugas membantu Kepala Bidang

. rusan pemerintahan di bidang Pengembangan

Teknologi Industr yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tu
seksi Pengembangan Te

(1) Seksi Pengemban
Kepala Seksi,
melaksanakan y

gas sebagaimana dimaksud ayat (1) Ke;: ala
knologi Industri menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan dan penyiapan bahan-bahan kebijakan teknis
pengembangan teknologi industri;

b. Peny.iapan dan perumusan peényusunan program dan kegiatan
seksi Pengembangan Teknologi Industri;

C. Penyediaan fasilitasi kerjasama dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang industri antara perusahaan
industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri;

d. Penyediaan promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga
litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri kecil
dan menengah;

e. Penyediaan fasilitasi bantuan peralatan dan mesin industri untuk
mendukung peningkatan efisiensi dan mutu produk;

f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan seksi Pengembangan Teknologi
Industri ;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian rugas Kepala seksi Pengembangan Teknologi Industri
$ebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan
teknologi industri;
b. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan

operasional Pengembangan Teknologi Industri sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

c. Mensosialisasikan program dan kegiatan operasional
Pengembangan Teknologi Industri;

d. Melaksanakan fasiiitasi kerjasama dan ;:[ehgembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di bidang indusf_;rl antara perusahaan
industri dan perguruan tinggi atau lembaga litbang industri

e. Melaksanakan promosi alih teknologi dari industri besar, lembaga
litbang, perguruan tinggi atau lembaga lainnya ke industri kecil
dan menengah;
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5 " ;‘é‘udlﬁbdn_ aKan koorainag; keglatan seksi Pengembangan Teknologi
stri ;

h. Melakukan evalyas; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
Péngembangan teknologi industri ;dan

h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 3
Seksi Promosi dan Pemasaran
Pasal 19

(1) Seksi Prorqosi dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
mempunyai tugas memb

¥ : antu Kepala Bidang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Promosi dan Pemasaran yang menjadi

gew'i;l'll:—'.ngan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
aerah,

(2) Untuk melaks
Kepala seksj p

a. Perumusan
Pemasaran;

anakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
romosi dan Pemasar

an menyelenggarakan fungsi :
kebijakan teknis daerah bidang Promosi dan

b. Penyusunan pProgram dan kegiatan seksi

C. Penyediaan data dan
potensial;

promosi dan pemasaran;
informasi peluang pasar produk industri

d. Penyediaan fasilitasi kemitraan antara industr
dengan lembaga terkait, swasta, BUMN, dan pasar

€. Penyediaan fasilitasi pemasaran
serta penjualan on-line;

kecil menengah
modern;

melalui promosi dan pPameran

f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga. serta dunia

usaha terkait promosi dan perluasan pasar produk industri kecil
dan menengah;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala seksi Pengendalian dan Pendistribusian Promosi
dan Pemasaran sebagaimana c‘limaksudr pada ayat (1)
berikut:

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang promosi
dan pemasaran; ‘

sebagai

b. Menyusun riencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi
promosi dan pemasaran;

c. Melaksanakan pendataan dan menyiapkan informasi peluang
- pasar produk industri potensial;

Nitoal i tara industri kecil menengah
kan fasilitasi kemitraan an : g
. cr;iiagl;iaf;;baga terkait, swasta, BUMN, dan pasar modern;

e. Melaksanakan fasilitasi pemasaran melalui promosi dan pameran
serta penjualan on-line;

.18-
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i. Melakukan eval

: uasi dan m
Promosi dan pe Sy

masaran;dan
& Melaksanakap tugas-

usun laporan pelaksanaan kegiatan
tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ketenagakerjaan
Pasal 20

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi :

Pe“gaw?‘san,.perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan
industri dan Jamsostek;

b. Penyiapan koordinasi

c. Penyiapan perumusan kajian

produktifits s tenaga kerja, pénempatan dan penyaluran tenaga
kerja dan Peéngawasan, perlindungan tenaga kerja dan pembinaan
hubungan industri dan jamsostek;

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi
pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan
dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan

tenaga kerja dan pembinaan hubungan industri dan jamsostek;;

e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan
dan penyaluran tenaga kerja dan pengawasan, _per indungan

- tenaga kerja dan pembinaan hubungan industri dan jamsostek;

f. Peiaksanakan fungsi lain yang terkait (administrasi) B.idang Tenaga
Kerja yang diberikan oleh Bupati. '

penerapan kebijakan

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja

as;

b. g\ff\l)gnl\g:;ll?agl konsep petunjuk pelaksanaan pelaksanaan pelatihan
dan produktifitas tenaga kerja, penempatan dan penyaluran
tenaga kerja dan pengawasan, perlindungan tenaga kerja dan
pembinaan hubungan industri dan jamsostek; .

c. Menyiapkan bahan pengelolaan pelatihan, sosialisasi, bimbingan
teknis, sarasehan, seminar d.an bantuan tekr_us serta Iayan?n
pelaks’anaan pelaksanaan pelatihan dan prod.uktlﬁtas tenaga kerja,
penempatan dan penyaluran tenaga Kerja dan pengawasan,
perlindungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan industri dan
jamsostek;
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ga kerj R i
kerja dan pembinaan hr_|a dan pengawasan, perlindungan tenaga

e. Menyiapken pelaksanggy e industri dan jamsostel
penempatan dan peaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja,
nyaluran tenaga kerja dan pengawasatl,

perlindungan teng : .
jamsostek; 8a kerja dan pembinaan hubungan industri dan

f. Memfasilitasi pelaksan

kerja, penempatan dan
periind

aalp 1 plelatihan dan produktifitas tenaga
enyaluran tenaga kerja dan pengawasan
ungan tenaga kenri 2 B 1 Peng :
: ; rja dan aa i tri dan
jamsostek tingkat Kabupaten dapneg:clanmantahnubungan e

g. Meningkatkan : ;
tenaga kerja 1;1%&8“9‘3 pelaksanaan pelatihan dan produktifitas
pengawasan ’peﬂinzmpatan dan penyaluran tenaga kerja dan
ihdusts dag 4 ungan tenaga kerja dan pembinaan hubungan

h. Mengkoordi Jamsostek Kabupaten dan Kecamatan;

= oPlaf:;ihan lgaSIkan da.n mengkonsultasikan  pelaksanaan
s avalugai :n produktifitas tenaga kerja, pensmpatan dan
ﬁ 4 d S ga kerja-dan pengawasan, perlindungan tenaga

. etlla an pembinaan hubungan industri dan jamsostek;

i, BMe aks.a.nakan p?layanan dan penyuluhan kepada pencari kerja
melalui informasi pasar kerja dan bursa kerja ;

j. Melaksanakan pelatihan terhadap angkatan kerja untuk mencapai
produktifitas kerja ;

k. Melaksanakan proses rekomendasi, perizinan lembaga penyalur
tenaga kerja ;

1. Melakukan pembinaan kepada perusahaan agar memperhatikan
kesejahteraan tenaga kerja dan syarat kerja meliputi perjanjian
kerja, peraturan perusahaan dan kesepakatan kerja bersama ;

m. Melakukan pengawasan penempatan tenaga kerja dalam negeri

dan luar negeri ;
n. Melaksanakan bimbingan dan pergawasan terhadap PPTKIS;

o. Melakukan  pemeriksaan /pengujian  alat-alat produksi
perusahaan;

p Melakukan pemeriksaan berkas kecelakaan kerja berdasarkan

laporan dan perusahaan tenaga kerja dan masyarakat;
q Melakukan proses funtutan santunan kecelakaan kerja, tuntutan

bur;
bayaran upah dan upah lembur; . |
r gZZb:ian pengesahati sertifikat keselamatan serta kesehatan -
. 1 -
kerja;
s. Memproses pengaju
perusahaan;
t. Menyusun standar pelayal;
u. Melaksanakan tugas-tuga
pasal 21

an izin pemakaian alat-alat produksi

lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Ketenagakerjaar
" a. Seksi Pelatihan dan Pro
b. Seksi Penempatan 427
¢. Seksi Perlindungan TeP2&% e

_0N-
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Pasal 22

(1) Seksi Pelatihan . 4
Kepala Seksi, daﬂ‘::eirlocluktnfltas Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang
melaksanakan urusg,u«}ml:r;1 yal tugas membantu Kepala Bidang
yang menjadi kewenan :lahhan dan Produktivitas Tenaga Kerja
ditugaskan kepada daer gan daerah dan tugas pembantuan yang

2) Untuk melaksan
( )Kepala Seksi al;a? tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
1 elathan dan Produktivitas Tenaga Kerja
menyelenggarakan fungsi: g 1]

a. Penyiapan perumusan ij

) gr o dgktivitas Tefnga Kelj:_ebl.lakan pelaksanaan Pelatihan dan
. Penyiapan k ol dam . -
pel ajllc sznaan lgolrd{naSl dan sinkronisasi penerapan kebijakan

B e oy o elatihan 1c:{lan Produktivitas Tenaga ¥erja;

. : ' rumusan kajian kebijakan i
Prodl_lktwitas fernga Kova: jakan pelaksanaan Pelatihan dan

d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelalfsanaan Pelfmhan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi  kebijakan
pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
) sebagai berikut :

dimaksud pada ayat (1

. sebagaimana
a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan Pelatihan dan
Produktivitas Tenaga Kerja;
inkronisasi penerapan kebijakan

b. Menyiapkan koordinasi dan 8! ‘
pelaksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja,

c. Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan disiribusi kebijakan

ksanaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja;
d le)/féiy?:;kan k pelaksanaan Pelatihan dan

konsep petunjL{( S iy i
ivi Tingkat Kabupaten, Kecama ;
e ﬁggﬁgg;mi knis dan supervisi

an bimbingan te

penerapan kebij sanaan Pelatihan dan Produktivitas

Tenaga Kerja;
f Melaksanakan program dan ke

Tenaga Kerja;

g. Mengkoordina

Tenaga Kerja 1
ahan pember
akan pelak
giaten Pelatihan dan Produktivitas

an menfasilitasi peiaksanaan kegiatan

- itas Tenaga Kena; g
produktivitas Tenag ivitas Tenaga Kerja;

sikan d

Pelatihan dan : dukti
1 pelatinan dan Pro , .
F' ﬁe?g;IOIaatZilaLaimses emberian s:ertiﬁkash standarisasl,
B S;J: an dan produktiﬁtas tenaga kera Pelati
pemagang  rekom endasi pendaftaran Lembaga Pelatihan
" :

j. Melaksanakan proses ta:
i, BYES ahaan penyedia

si pendirian perus

Tenaga Kerja Indone .
k. Melaksanakan proses rekomen

o Pekeda / b;:ru 1Ill‘eilaya.nan Pelatihan dan produktifitas Tenaga
1. Menyusun stan |
. t

Kerja ; padap pem}:sau’laan program dan kegiatan

i a
m. Mengevaluas! terhadé
pelatihan dan produkﬂﬁta
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{2) Untuk melaks
2] anakan t 1 :
Kepala Seksi Penemp]:l%::si st(eibagamana Faalgon P L
Hiehyelengiara it an  Perluasan Kesempatan Kerja
a. Penyiapan perumusan k b;‘
Peritincan Keosmpates Kerej al;]akan pelaksanaan Fenempatan dan
b. Penylapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
pelalfsanaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Penempatan

-dan Perluasan Kesempatan Kerja;
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan

pPIansanaan Penempatan dan Perlnasan Kesempatan Kerja;
e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Ketja;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
(3) Uraian tugas Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan
Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan Penempatan dan

Perluasan Kesempatan Kerja; o 3
an sinkronisasi penerapan kebijakan

b. Menyiapkan koordinasi d ]
pelaksanaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
k pelaksanaan Penempatan dan o

c. Menyiapkan konsep petunju
Sl M a;
Perltiasdfi Kescmjatail ey Penempatan dan Perluasan

d. Melaksanakan program dan kegiatan
e ﬁis;fyrg%aktzg I;Z?Ein pem n bimbingan teknisddan Psulpervisi
) tan den Perluasan
penerapan kebijakan pe€ .
K an Kerja; '
esempatan Kerja; Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga

f. Mengkoordinir kegiatan

Kerja dengan instansl
8. Melaksanakan pelayanan petl
. izin
r
h. Melaksanakan g“’ tonaga ker]
penempatan dan penyalura
wilayah Kabupaten;

beria
laksanaan Penemp

rkait; .
= empatan kerja melalui proses antar

embinaan lembaga

an :
an. @ : donesia swasta di

pelayanar a in
ur

s 92=
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kerja asing da] =)

1 MeIal«:s,z:mg;.gkaﬂa;r:3 "layah Kabupateﬁéngawasan Pengguna tenaga

: n ! .
kerja on line; Yebarluasay, bursa tenaga kerja .

m. Menyusun la melalui bursa

. poran pertap, :
kegiatan; sEunglawaban pelaksanagn program dan

Paragraf 3

Tt B oo

Lsi Pellmdungan Tenaga Kerja
Fasal 24

Sc

(1) Seksi Perlindungan Tenaga Kerié.l dipimpi
: Ja dipimpin ol i
mempunyai tugas membantu Kepala lgidan0 ;hrrslee{)arka:agnKakaepanla et
pemerintahan di bidang Perlin Sisen

erlindunga; ; o e
kewenangan daerah dan tugas gan Tenaga Kerja, yang menjadi

diiitiit. pembantuan yang ditugaskan kepada

(2) Untuk melaksanakan tugas seba

: . gaimana dimaksud pada ay
Kepala seksi Perlindungan Tenaga pada ayat (1)

Kerja menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Perlindungan
Tenaga Kerja;
b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
peiaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja;
c. Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Perlindungan
Tenaga Kerja; o .
d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
4 i Kerja;
- pelaksanaan Perlindungan Tenf:lga. R "
e. Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja; .
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oieh Pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya. . _
erlindungan Tenaga Kerja, sebagaimana 2

gai berikut : |
ebijakan pelaksanaan Perlindungan

(3) Uraian tugas Kepala seksi P
dimaksud pada ayat (1) seba

a Menyiapkan perumusan K )
b ae;l?g? If{iia; koordinasi dan sinkronisasi penerapan kel)slan
. 1ap s K 'a; 4 . £
pelaksanaan Perlindur{gan Te%laga -eU dan distribusl kebijakan
C. Menyiapkan fasilitasl, o8 Keria;
Pelaksanaan Perlindungalt Teiagilakganaaﬂ P
d. Menyiapkan konsep petunju¥ P
Kerja . erlind
€. Me?aksanakan program dan lfegla};t)?glgngan
L Menyiapkan bahan Pembe:na;lan Perlindun
Penerapan kebijakan Pelaksatan jejari
§ Mengkoordinasikan penﬁms Keluarga, 43t
Perempuan di bidang KU

erlindungan Tenaga

Kerja;
teknis dan Supervist

naga Ktea;
garl Te pge mberdayaan

a dan informash

=23
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- s i

perempuan di bidang i, ali
i Mengkoordini { tas kely lan info i
j = aljgtas 5 Ir kegiatan pendamlginga’ data dan informasi;
k Men_Yir:v.pkanui)lr S/ dala dar Onnasigan dan bantuan di RAIAHE
J €nguatan ' -
tenaga kerja; dan p cngembangan lembaga perlindungan

ar

gan penegakkan
atan Kerja; peneg hukum

ap proses santunan k £ 2
ecelaks 21
Upah ;

1sasi pekerja;

0. Melakukan pengawasan terhagq
kerja dan tuntutan pembayaran
. Melaksanakan pembinagn organ

kegiatan-; glawaban pelaksanaan program dan
s. Membuat uraian tugas bawahan;
t. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi
Pasal 25

(1) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
- mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang ketransmigrasiun yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebaga:’mana_dimaksuq pada ayat (1)
Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
a.Perumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang

Transmigrasi;
an kebijakan di bidang Transmigrasi;

b. Penyiapan perumusan kaji |
pemerintah dan pelayanan umum di

c. Penyelenggaraan urusan
bidang Transmigrasi;

d.P enyiapan koordinasi dan sinkronisasi
bidang Transmigrasi;

penerapan kebijakan di

¢ Penyiapan Fasilitasi dan sosialisasi kebijakan ~ di bidaug
Transmigrasi; '

L Pelaksaniaan fungsi lain yans
Transmigrasi yang diberikan Bupati-

: ey tugas Kepala Bidang Transmigrast

Mda ayat (1) sebagai berikut :

: I‘/I‘°*’rlllllllsl<au1 Rencana Strategis
b [RENJA) Dinas; _

c,‘ Men)’usun Program dan Keg]alt(an'atan
In:ngkqor dinir program dan e : erta in

{y, 20si terkait; 4an men olah data §
yengumpulkan, menghimpu2

8 berhubungan dengan &!

terkait (administrasi] Bidang

Sebagaimana dimakSUd

(RENSTRA) dan Rencana Kerja

_04-

__—4

Scanned with CamScanner



o

erem i bi :
j- Iizl[engk%!;?gi:ilrbf:;gtgzahtearfdkdue}rgas data dan infc;rmasi;
) i{{ualit:,as ll(celua_rga’ date dan forigety dat basmen. d bidang
. Menyiapkan pen : ?
tenaga kerja; guatan dan pengembangan lembaga perlindungan
1. Melaksanakan P . |
anak dibawah unfﬁ]ﬁawasan dan perlindungan terhadap pekerja
rill- x:i;laﬁ::ig Pengawasan norma Upah Minimum Regional (UMR);
g pengawasan dan perlindungan penegakkan hukum
terhadap keselumatan dan kesehatan kerja;
o. Melakukan pengawasan terhadap proses santunan kecelaks 21
kerja dan tuntutan pembayaran upah ;
p- Melaksanakan pembinaan organisasi pekerja;
g. Melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ;
r. Mer_nbuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan-;
s. Membuat uraian tugas bawahan;
t. Melaksanakan tugas-tuges lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Transmigrasi
Pasal 25

Transn‘ligrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang,
.~ mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan
pemerintahan di bicang ketransmigrasiun yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
{2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
rumusan dan penyiapan kebijakan dan program bidang

(1) Bidang

aA.Pe
Transmigrasi;
. b. Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang Transmigrasi;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umuin di
' bidang Transmigrasi;

ordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di

d. Penyiapan ko ! '
bidang Transmigrasl,

e. Penyiapan Fasilitasi
Transmigrasi; . . . |

f Pelaksanaan fungsi Jain yang terkait (administrasi) Bidang
Transmigrasi yang diberikan Bupatl .

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut : .
a. Merumuskan Rencand Strategis (RE

(RBNGA) RS am an di Bidang Transmigrasi ;
b. ﬁenyisuf;_lj{?.grpéogra bidang transmigrasi dengan
c. Mengkoordinir

Instansi terkai . - ~un dan mengolah data serta informasi
d. Mengumpulkan, idang Transmigrasi ;

yang berhubunga

dan sosialisasi kebijakan di bidaug

NSTRA) dan Rencana Kerja

dan Kegiat
m dan kegiatan

.24 -

Scanned with CamScanner



g- Melakukan pemp;

Mmbing
dan kawasap pe an terhadap pengemban

Imukimgn transrrﬁgrasi angan usaha masyarakat

H

h. MenginVentan- .
Sir permasalah
an
fhe Yan

t i i
ransmigrasi qap g berhubungan dengan bidang

3 nyi
1. E;Z?{IEQ’ Yiapkan bahap Petunjuk pemecahan
: ‘an pembinaap, g
masyarakat transmigra;si?n Pengembangan SDM dan sosial budaya

?

;{ga;ma, dan lainnya;
n. elaks S lag
anakan tugas lajn yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
. Mel Y i ,
p elaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinai .

Pasal 26

Bidang Transmigrasi, terdiri darj - .
a. Seksi Penempa'tan Transmigrasi; M\JL\W%\A
b. Seksi Pengembangan Ma-syarakat dan Kawasan Transmigrasi: dan H( h‘ci\xv-:\
c. Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi. Kywne - '

Paragraf 1
Seksi Penempatan Transmigrasi
Pasal 27

Penempatan Transmigrasi dipimpi.n oleh seorang Kepala Seksi,

‘mempunyai tugas membantu I{epala Bidang melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Perhrgdu_ngan Perempuan dan  Data

Kekerasan Pererﬁpuan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
kepada daerah.

pembantuan yang ditugaskan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

1 an .
(2) Untuk melaksanak tan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

Kepala Seksi Penempa ’
penyiapan kebijakann dan program bidang

(1) Seksi

a. Perumusan dan P 5
Penempatan Transmigrash o
kan di bidang Penempatan

b. Penyiapan perumusail kajian kebija

smi s1, . .s .
Transmigra — nkronisasi penerapan kebijakan di

c. Penyiapan koordinasi G o
3 migrasl,
bidang Penempatan TransSmigr di bidang

alisasi  kebijakan
. d. Penyiapan Fasilitasi dan gostalivart EOEC

4 Si' )
Penempatan Transmigrasl, sibeciin eleh Pimpinan sesuai -

in yan
e. Pelaksanaan tugas Ialli]ny}; . g
dengan tugas dan fungs
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an
penempatan transmigras;: data pelaksanaan kebijakan bidang

C. Menyusun peren
canaan
penempatan transmigras;: program dan kegiatan dalam hal

d. Menyusun Perencanaan
penempatan transmigrasi:
7

e. Merumuskan  kebji
: ; jjakan
transmigrasi tingkat Sor el Sr?lam pelaksanaan  penempatan

f. Merancang mekanis
' me layanan untuk pencegah 4
melibatkan organisasi kemasyarakatan;p M

program dan kegiatan dalam hal

g. Mengkoordinasikan pen
j yusunan al :
penempatan transmigrasi; W pellanang, WeAnieme i

h. Melakukan koordinasi den i ‘ i
b gan instansi terkait dalam pelaksanaan
penempatan transmigrasi; ’ '

i Melaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penempatan
transmigrasi kepada SKPD, Instansi, organisasi yang terkait;

j. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka
pelaksanaan penempatan transmigrasi yang melibatken organisasi
kemasyarakatan;

k. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kegiatan penempatan transmigrasi;

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 2
Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

Pasal 28

Seksi Pengembangan

Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
i wai tugas membantu
Bl i eorang Kepala Seksi, mempunyal emD
dipimpin oleh Se0rere @ akan urusen pemcrintshan di bidang
Kepala Bidang san Transmigrasi yang menjadi

dan Kawa
Pengembansay Masuarilkiﬁgas pembantuan yang ditugaskan kepada

kewenangarn daerah da

daei |aksanakan TUgas sebagaimana dimaksud p;da ayat (1)'

= gntulk Sm;{Si Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasl
epala .

men elenggarakan fungs! - ) )
o an dan penyiapan kebijakan dan program : engembangan
s . ;
* ;erurz;lakat dan Kawasean Transmigrasl; - T
- an kajian kebijakan di bidang pemenuhan ha
erumus

k.
an informasi pernenuhan hak anak;

s ij dalam
; ; sasi penerapan kebijakan
ordinasl da;ezl;ﬁzz;gan Masyarakat dan Kawasan

(1) Seksi Pengembangan

b. Penyiapan P
anak, data d

c. Penyiapan koorci®
Program dan kegiatd?

Transmigrash

=26 =
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.

(1) Seksi Informasi dan. Pemb
seorang Kepala Seksi,
melaksanakan urusan

8 Tni
lain yang diberikan of

dengan tugas dan fungsinya

Melaksanakan ;

Peényusunan _

hal Pen rencana program dan kegiatan dalam
a gembangan Masyarakat dan Kawag;an Transm?g;si; =

L '.'181 3 faSﬂitag' d i i

Melaksanakan bimbj
ingan : :
pengolahan hasil produ‘ESi; usaha peningkatan produksi dan

Melaksanakan pedoman g ;o
lokasi transmigras; pengembangan usaha dan investasi di

Menyiapkan bantuan bahan dan peralatan keluarga;

Mengelola penyediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat
transmigrasi;

Mengevaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan

_ kegiatan 3

Membuat uraian fugas bawahan,;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Paragraf 3
Seksi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi
Pasal 29

inaan SDM Transmigrasi dipimpin oleh
membantu Kepala Bidang
bidang Informasi dan
kewenangan daerah dan

mempunyai tugas 1
pemerintahan di

> migrasi yang menjadi
Pemblnaan SDM T m—m kepada daerah.

a.

b.

d.

(2 Untuk me}Aaks.an
Kepala Seksi
menyelenggarak

pembantuarn yang .
gkan tugas sebagaimana dim

Informasi dan Pembinaan

an fungsi :

aksud pada ayat (1)
SDM Transmigrasi

an kebijakan dan program dan kegiatan

SDM Transmigrasi

Perumusan dail penyiap ‘
akan program dan kegiatan

Informasi dan Pembinaan A
Penyiapan perumusan kajian kebi]

Ol'maSl da_n P . . .

: inkronl ; ]
. gan b DM Transmigrasl,

. iapa ; .
llzzgiyaltapn Informas! dan Pembmz;uja;rlliss;lsi S ghen,  plimamn
qiasi dan  SOS! : ;
Penyiapan dFasdlt;’c:l‘:éiatan Informasi dan Pembinaan SDM
program atl
Transmigrasl
s 20 3
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(3) Uraiun tugas Ke
_ pala i
Transmigrasi sebagaimanas 311(1;1&1{

a. Menyusun pro
gram i
SDM Transmigrasi: kerja pa

b. Mengkoordinir kegj
; glatan : ; ;
Transmigrasi dengan insptaand; f:is‘;iglfomam Gan BacpiREAn SOM

c. Menyampaikan info ;
di sekitar kawasan Traissln;?;tmasilg transmigrasi kepada masyarakat

d. Melakuk :
rangka altlllerrzﬁxrln ?{mﬁ{m terhadap masyarakat transmigrasi dalam
gkatkan sumber daya manusia masyarakat

Informasi dan Pembinaan SDM
sud pada ayat (1) sebagai berikut :
da Seksi Informasi dan Pembinaan

H

transmigrasi;
e. Melaksanakan " .
transmigrasi ; pembinaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat
f. Mclaksanakan :
2 pembinaan -
transmigrasi : mental dan spiritual masyarakat

g Mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan ;

h. Mer.nbuat laporain pertanggungjawaban pelaksanaan program dan
kegiatan ;

1 Membuat uraian tugas bawahan;

j- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan;

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 30

(1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPT

pada Dinas sesuai dengan kebutuhan. ‘
(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPT

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan 4
k Jabatan Fungsiona-l
Pasal 31

Fungsional mempu
s secara Ppro

~ Kelompo

nyai tugas melaksan akan

L fesional sesuai dengan

(1) Kelompck J aba

sebagian kegiatan Dind
kebutuhan. i ] sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
(2) Kelompok Jabatan Fungsml;;lya b awah dan bertanggung

dalam m
jawab kepada Ke
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fungsional i S-e{{ ;

: yang terbagi R
: gl d

bidang keahlian dan ketera?;?)rill]a_: -

(2) Jumlah jabatay fungsiq .

(3) Jenis dan jeni .
: Jang jabatan fyngg;
sesuai den ungsional terseb :
8an peraturan perundang-undaxfg;; ;:I?ga bg-?akut g SEE

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
i Umum
Pasal 33

(1) Pf:laksanaa.n tugas dan fungsi Dinas sebagai pelaksana urusan
bldzimg perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi,
kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan
Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.

(2) Kepala Di_nas baik teknis operasional maupun teknis administratif
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati . melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingzungan Dinas, dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

(4) Setiap pimpinan satuan crganisasi di lingkungan Dinas, wajib
memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas

kepada bawahan.

5) Setia egawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk,
N perin?ahp gan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan
tugas ya;1g diberikan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya.

i njamin kelancaran tugas
ia awai dalam rangka —menjamin
“ g:;]l:;ﬁjvajill);gn memberikan saran pertimbangan kepada atasannya.

Bégiaﬁ Kedua
Pelaporan -
Pasal 34 |
: s berikan laporan yang akurat tentang
(1) Kepala Dinas wajib me™ oratar, jelas serta tepat waktu

gsnya Secard

- i tuan organisasi di lingkungan Dinas wajib

(2) Setiap pimpinan sa i petunJ'UK dan l?ertanggunawab kepada

' mengikuti dan _mgma <erta memberikan laporan tepat pada
atasannya masing

waktunya.
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(4)

Dalam h i

Sekretarisal é(;p;&;la Dma-s berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh
o » apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas
; gan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan
bidang tugas dan/atau senioritas kepangkatan.

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

(1)

(2)
(3)
(4)

(1)
()

lanjut dal
am pelaksanagp tugas-tugas kedinasan )

Pengaturan
men enai ien:
berpedoman k genal jenis lapor
e an dan car :
Pada peraturan pemndmlg-undaigfrf ;1?11;1%:?113 klny] ~

Bagian Ketiga
Hak Mewakili

Pasal 35

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 36

‘ BAB VII
. ESELONERING

Pasal 37
Kepala Dinas adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara

eselon Ii.b.
Seleretaris adalah Jabatan Administrator setara eselon IlL.a.

Kepala Bidang adalah Jabatan Administrator setara eselon IIl.b.
ep

Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Pengawas
epala
setara eselon [V.a.
: BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP
' pasal 38
tahun 2017.

. ektif
Peraturan Bupati ini berlaku Eick .. maka Peraturan Bupati Nomor
a Peraturarl in, m -n Fungsi Eselon [II dan
Dengan ditetaplfagzg tang Tugas Pokltzk g;;i UMgKM, Perindustrian
78 Tahun 20 IEselon v padaLpn;a;uISE Kota dan Peraturan Bupati

Uraian Tugas pupaten 1 kok dan Fungsi Eselon III
Kabup Tugas Po X ial Tenaga Kerja dan

dan Perdaganga® © g rentans - -Cn.
20 ade D peserta perubahannya,

Nomor 19 Tahun Eselon VP =
ajan TUE"" ima Pulub idak berlaku.
'(1{?511111:1;igrasi t bup}rztzlilcablut dan dinyatakan tida
pahann

beserta peru
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Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA
ttd.

IRFENDI ARBI

Diundangkan dj Sarilamak

Pada tanggal 14 Dese

mber 2016

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YENDRI TOMAS

BERITA DAERAH K
NOMOR 60

-

Salinan sesuai denga

ABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016

n aslinya. -

KEPALA BAGIAN-HUKUM,
AA FORTUNA, SH
IP. 19660104 199303 1 006
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SUSUNAN OmD.Pz.Hm»mH

PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KCTA

NOMOR : 52 TAHUN 2016

ATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
' DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN TENAGA XERJA
KEPALA
]
5 SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL m
] b
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN PROGRAM DAN PELAPORAN
[ | 1 |
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
NAAN DAN PENGAWASAN SARANA DAN PRASARANA N
INDUSTRI INDUSTRI KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI
(e T | pr e e
SEKSI
SEKSI a SEKSI 2] PELATIHAN DAN SEKSI
IVAAN INDUSTRI AGRO PERIZINAN DAN DnTA _umouc_,ﬂxmm,.ww TENAGA PENEMPATAN TRANSMIQRASI
SEKSI SEKSI | . SEKSI ﬂl SEKEL
SINAAN INDUSTRI NON f= PENGEMBANGAN TEKNOLOGI [~ PENFMPATAN DAN PERLUASAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
AGRO . INDUSTRI KESEMPATAN KERJA | DAN KAWASAN TRANSMIGRASI
i 3 =
SEKSI | SEKSI SEKSI SEKSIL
WASAN, SERTIFIKAS! DAN BROMOBTIDANPEMASARANAIT PERLINDUNJAN TENAGA |- INFORMASI DAN PEMBINAAN
ANDARISAST INDUSTRI = KERJA SDM TRANSMIGRASL
. Ditetapkan di Sarilamak
_, s Pada Tanggal 14 Uﬁnwave.. 2016

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

P

IRFENDI ARBI
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